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KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan 

bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan 

Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah; 
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Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 
Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 

Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4830); 

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008  tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 
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9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH. 

Pasal 1 

Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Pasal 2 

Pedoman dimaksud dalam Pasal 1sebagaimana tercantum dalam 

lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 

Pasal 3 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 November 2008 

KEPALA BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA, 

 

SYAMSUL MAARIF 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Agustus 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

AMIR SYAMSUDIN 
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LAMPIRAN 

PERATURAN KEPALA  

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa 

melalui pembangunan nasional. 

 

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, 
khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan 
termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan 
penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan  

Penanggulangan Bencanan Daerah  (BPBD) di tingkat Daerah, yang di 
dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

 

Sejalan dengan ketentuan Pasal 12 butir h Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk memberikan acuan 
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bagi pemerintah daerah dalam pembentukan BPBD sebagaimana tersebut 
di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah. 

 

B. Tujuan 

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah 
dalam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 

mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 

 

C. Pengertian 

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan: 

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 

2. Penyelenggaraan   penanggulangan   bencana   adalah   serangkaian 

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko 
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, 

serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota,   dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB 

adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam 

rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD 

adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. 

7. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau 
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, 

budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah 

untukjangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, 

www.peraturan.go.id



2014, No.1087 6 

meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk 
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

8. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai 
kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur 

pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan 

atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan 
calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana. 

D. Sistematika 

Pedoman ini berisi materi pedoman pembentukan BPBD dan peranannya 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang disusun dalam 

sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN. 

II. TANGGUNG-JAWAB  DAN  WEWENANG  PEMERINTAH  DAERAH 
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. 

III. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD). 

IV. KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN. 

V. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN. 

VI. PENUTUP. 
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BAB II 

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

DALAM PENANGGULANGAN BENCANA 

A. Tanggung Jawab 

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam  penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di wilayahnya. 

a. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. 

b. Gubernur memberikan dukungan perkuatan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di wilayahnya. 

2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk: 

a. Mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana 

dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, 

tanggap darurat dan pasca-bencana. 

b. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan 

daerah dalam bentuk: 

1) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan 
penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD); 

2) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana 
serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan 

penanggulangan bencana. 

c. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, 

melalui: 

1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan 

risiko bencana di wilayahnya; 

2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi 
kelompok rentan bencana; 

4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

d. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan 

tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan 
kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada 
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masyarakat korban bencana yang meliputi : 

1) pangan; 

2) pelayanan kesehatan; 

3) kebutuhan air bersih dan sanitasi; 

4) sandang; 

5) penampungan dan tempat hunian sementara; dan 

6) pelayanan psiko-sosial. 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id


